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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilu Kada) dewasa ini dilakukan secara 

langsung, Pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005. 

Pelaksanaan Pemilu Kada langsung tersebut sebelumnya didahului keberhasilan 

pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004. Pada awalnya 

penyelenggaraan Pemilu Kada langsung terdapat di dalam Undang-Undang (UU) No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala 

daerah  tampaknya  menjadi  materi  muatan  utama  didalam UU No 32 Tahun 2004, 

setidaknya terindikasi dari jumlah pasal yang mengaturnya, yakni mulai Pasal 56 s/d Pasal 

119 (sebanyak 64 pasal). Secara substantif, materi muatan yang terkandung dalam pasal-

pasal tersebut telah mencakup seluruh tahapan proses pemilihan, mulai dari pemilihan 

sampai pemantauan bahkan sanksi hukum bagi pelanggaran yang terjadi. 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sendiri merupakan 

hasil revisi atas UU No. 22 Tahun 1999 mengenai  substansi yang sama. Dalam 

perkembangannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

tersebut beberapa kali telah diubah,  terakhir  dengan  Undang-Undang Nomor 9 tahun 

2015 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak lagi berisikan tentang proses Pemilu Kada. 

Undang-undang yang mengatur proses pemilihan umum kepala daerah dewasa ini 

sudah menjadi undang-undang tersendiri dan telah mengalami beberapa kali revisi. Proses 

pemilihan umum kepala daerah diatur dalam undang-undang baru yaitu Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomo 1 tahun 2015 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 
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Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang. Undang-

undang ini dibuat dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. yang 

menentukan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 

pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”  

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, pada era 1980-an muncul istilah 

pengawasan pemilu. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di 

Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut 

terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang 

dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai 

Konstituante. 

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, 

dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu 

sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh 

kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh 

protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang 

dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena palanggaran dan 

kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas 

direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah 

gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas Pemilu 1982. 

Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil 

peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi 

adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga 

Pemilihan Umum (LPU). 

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat 

mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah 
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lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi 

Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan 

penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni 

LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam 

Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak 

Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). 

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan 

melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan 

pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang 

terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas 

Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya 

kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 

tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan 

pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas 

Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu 

Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam 

pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya 

berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap  judicial review yang dilakukan 

oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas 

Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas 

Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi 

pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus 

pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. 
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Dalam mewujudkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada yang berintegritas 

dan berkredibilitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan 

penyelenggaraan Pemilu Kada, Badan Pengawasan Pemilihan Umum harus mengupayakan 

dukungan secara optimal dari lembaga pemerintah dan komisi/badan negara independen 

serta mendukung pemberdayaan lembaga-lembaga independen dalam melaksanakan 

kegiatan pemantauan penyelengaraan Pemilu Kada dan dalam memberikan pendidikan 

bagi masyrakat sebagai pemilih dalam Pemilu Kada. 

Untuk mewujudkan hal tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum haruslah 

melakukan kerjasama dengan para pihak yang dianggap mampu membantu Badan 

Pengawas Pemilihan Umum guna mewujudkannya. Mengingat pentingnya kerjasama 

tersebut Badan Pengawas Pemilhan Umum telah mengeluarkan peraturan yang tertuang 

dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum  Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan 

Wakil Kepala Daerah. 

Pasal 5 dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum  Nomor 28 Tahun 2009 

menjelaslan Para pihak dalam kerja sama pengawasan dan/atau pemantauan 

penyelenggaraan Pemilu Kada antara lain meliputi Pengawas Pemilu Kada dan lembaga 

mitra yang dianggap layak dan mampu membantu Badan Pengawas Pemilihan Umum 

dalam proses pengawasan dan/atau pemantauan penyelenggaraan Pemilu Kada. Lembaga 

mitra yang dimaksud adalah lembaga pemerintahan, komisi/badan negara independen dan 

organisasi masyarakat sipil. Dalam Pasal 6 dalam peraturan Bawaslu tersebut menjelaskan 

bahwa organisasi masyarakat sipil dalam pasal 5 haruslah yang memiliki kepedulian 

terhadap pemilu, kepengurusan yang jelas dan memiliki alamat sekretariat yang jelas serta 

bukan partisipan dan/atau tidak berafiliasi dengan peserta pemilu.. 
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Temuan awal penulis memperlihatkan bahwa tujuan dari kerjasama dalam 

penyelenggaraan Pemilu Kada oleh Bawaslu Sumatera Selatan tidak tercapai dengan 

maksimal, khususnya dalam hal menalin kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil 

untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu Kada. hal ini menjadi masalah dalam 

pengimplentasian peraturan Bawaslu tersebut. Pengawasan penyelenggaraan pemilu kada 

yang kurang berintegritas dan berkredibilitas masih terjadi, tidak optimalnya dukungan 

dari lembaga pemerintah dan komisi/badan negara independen dan kurangnya partisipasi 

masyarakat dalam pengawasan Pemilu Kada serta masih minimnya lembaga-lembaga 

independen dalam melaksanakaan kegiatan pemantauan penyelenggaraan Pemilukada 

termasuk dalam pendidikan terhadap pemilih.  

Tidak optimalnya pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum  

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Selatan adalah suatu masalah yang penulis 

simpulkan diawal penelitian ini dan sekaligus sebagai latar belakang penulis melakukan 

penelitian tentang implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum  Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini. 

Pada Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum  Nomor 28 Tahun 2009 

yang merupakan pasal yang mengatur tujuan kerjasama dalam penyelenggraan Pemilu 

Kada menyatakan: 

a. Mewujudkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada yang berintegritas dan 

berkredibilitas; 
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b. Mengupayakan dukungan secara optimal dari lembaga pemerintah dan 

komisi/badan negara independen dalam pengawasan penyelengaraan Pemilu 

Kada; 

c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu 

Kada; dan 

d. Mendukung pemberdayaan lembaga-lembaga independen dalam melaksanakan 

kegiatan pemantauan penyelengaraan Pemilu Kada dan pendidikan pemilih. 

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum  Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala 

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Bab IX mengenai Mekanisme Pengajuan Usul 

Kerjasama yang berisi pasal 12 yang menjelaskan dengan teknis alur usulan organisasi 

masyarakat sipil untuk bisa bekerjasama dengan Badan pengawasan Pemilihan Umum 

daerah dalam pelaksanaaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 

harusnya menjadi landasan Bawaslu Sumatera Selatan untuk mengajak dan terbuka pada 

elemen masyarakat untuk bisa bekerjasama dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu 

Kada demi tercapainya Pemilu Kada yang berintegritas dan berkredibilitas.  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dari itu penulis tertarik mengkaji tentang 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum  Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman 

Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil 

Kepala Daerah dan menuangkannya dalam penelitian berjudul “Implementasi Peraturan 

Bawaslu Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di 

Sumatera Selatan”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, dirumuskanlah permasalahan 

penelitian yaitu Bagaimana implementasi peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

tentang pedoman kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah 

dan wakil kepala daerah oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum tentang pedoman kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum kepala 

daerah dan wakil kepala daerah oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis diharapkan temuan-temuan dalam penelitian ini akan menjadi bahan 

kajian yang bermanfaat bagi Ilmu Administrasi Negara khususnya pada bidang 

Kebijakan Publik. 

2. Manfaat Praktis       

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Badan Pengawas 

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, 

lembaga pemerintah, badan/komisi negara independen, dan organisasi masyarakat 

sipil dalam upaya memaksimalkan proses kerjasama dalam pengawasan 

penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. 
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